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PEMERINTAH KABUPATEN BANGKA TENGAH 
 

 
SALINAN 

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANGKA TENGAH 
NOMOR  11 TAHUN  2009 

  
TENTANG 

 

RETRIBUSI IZIN PEMBUANGAN AIR LIMBAH 
 
 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 
 
 

BUPATI BANGKA TENGAH, 
 

 
Menimbang  : a. bahwa pertumbuhan industri dan usaha di daerah diperkirakan akan 

meningkat akibat pembuangan air limbah yang berdampak pada 
pencemaran lingkungan, maka untuk tidak mencemari lingkungan 
hidup dan kualitas air limbah yang akan dibuang harus sesuai dengan 
baku mutu yang ditetapkan; 

 
b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 40 Peraturan Pemerintah Nomor 

82 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian 
Pencemaran Air, setiap usaha dan/atau kegiatan yang akan 
membuang air limbah ke air atau sumber air wajib mendapatkan izin 
tertulis dari Bupati; 

 
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam 

huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang 
Retribusi Izin Pembuangan Air Limbah; 

 
 

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1974 tentang Pengairan 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 65, 
Tambahan Lembaran Negara Nomor 3046); 

 
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang 

Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 3209); 

 
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1984 tentang Perindustrian 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 22, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia   Nomor 3274); 
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4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber 

Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 1990 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia   Nomor 3419); 

 
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 100, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia   Nomor 3495); 

 
6. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan 

Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 
Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia   Nomor 
3685) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 
tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 
Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia  Nomor 
4048); 

 
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan 

Lingkungn Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 
Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
3699); 

 
8. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan 

Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4033); 

 
9. Undang-Undang  Nomor  5  Tahun  2003  tentang  Pembentukan 

Kabupaten Bangka Selatan, Kabupaten Bangka Tengah, Kabupaten 
Bangka Barat dan Kabupaten Belitung Timur di Provinsi Kepulauan 
Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 
Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
4268); 

 
10. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 32, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia  Nomor 4377); 

 
11. Undang-Undang  Nomor 10 Tahun 2004  tentang Pembentukan 

Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4389); 

 
12. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan 

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 
125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), 
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas 
Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 
59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);  

 
13. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan 

Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438); 
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14. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1982 tentang Tata 

Pengaturan Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 
Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia  Nomor 
3225); 

 
15. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1991 tentang Rawa 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 35, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3441); 

 
16. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 1991 tentang Sungai 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 44, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3445); 

 
17. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 1999 tentang Pengendalian 

dan/atau Kerusakan Laut (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 1982 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 3225); 

 
18. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999 tentang Analisis 

Mengenai Dampak Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 1999 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 3538); 

 
19. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi 

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 
119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4139); 

 
20. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2001 tentang Pengelolaan 

Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 153, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4161); 

 
21. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman 

Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593); 

 
22. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian 

Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah 
Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737); 

 
23. Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Tengah Nomor 7 Tahun 2007 

tentang Pendelegasian Kewenangan Bupati Bangka Tengah Kepada 
Kepala Satuan Kerja Perangkat daerah di Bidang Perizinan 
(Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Tengah Tahun 2007 Nomor 
45); 

 
24. Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Tengah Nomor 25 Tahun 2008 

tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis 
Daerah Kabupaten Bangka Tengah (Lembaran Daerah Kabupaten 
Bangka Tengah Tahun 2008 Nomor 83); 
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25. Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Tengah Nomor 31 Tahun 2008 

tentang urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan  Kabupaten 
Bangka Tengah (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Tengah 
Tahun 2008 Nomor 89); 

 
 

Dengan Persetujuan Bersama 
 

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN BANGKA TENGAH 

 
dan 

 
BUPATI BANGKA TENGAH 

 
 

 MEMUTUSKAN  : 
 
 

Menetapkan   : PERATURAN DAERAH TENTANG RETRIBUSI IZIN PEMBUANGAN 
AIR LIMBAH. 

 
 

BAB  I 
KETENTUAN UMUM 

 
Pasal  1 

 
Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan  : 
1. Daerah adalah Kabupaten Bangka Tengah. 
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati Bangka Tengah dan Perangkat 

Daerah sebagai unsur peyelenggara Pemerintah Daerah.  
3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD 

adalah DPRD Kabupaten Bangka Tengah. 
4. Bupati adalah Bupati Bangka Tengah. 
5. Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat 

Kepala SKPD adalah Kepala SKPD yang membidangi urusan 
Lingkungan Hidup Kabupaten Bangka Tengah. 

6. Analisis Mengenai Dampak Lingkungan yang selanjutnya disebut 
AMDAL adalah kajian mengenai dampak besar dan penting suatu 
usaha dan/atau kegiatan yang direncanakan pada lingkungan hidup 
yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang 
penyelenggaraan usaha dan/atau kegiatan; 

7. Izin Pembuangan Air Limbah adalah Izin untuk melakukan 
Pembuangan air Limbah sesuai dengan baku mutu yang ditetapkan. 

8. Retribusi Daerah, yang selanjutnya disebut Retribusi, adalah 
pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian 
izin tertentu yang diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk 
kepentingan orang pribadi atau badan; 

9. Air Limbah adalah sisa dari suatu hasil usaha dan atau kegiatan 
yang berwujud cair tidak termasuk air limbah rumah tangga 

10. Baku mutu air adalah ukuran batas atau kadar makhluk hidup, zat, 
energi, atau komponen yang ada atau harus ada dan atau unsur 
pencemar yang ditenggang keberadaannya di dalam air. 
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11. Baku mutu air limbah adalah ukuran batas atau kadar unsur 
pencemar dan/atau jumlah unsur pencemar yang ditenggang 
keberadaannya dalam air limbah yang akan dibuang atau dilepas ke 
dalam sumber air dari suatu usaha dan atau kegiatan. 

12. Air adalah semua air yang terdapat di atas dan di bawah permukaan 
tanah, kecuali air laut dan air fosil. 

13. Sumber air adalah wadah air yang terdapat di atas dan di bawah 
permukaan tanah, termasuk dalam pengertian ini akuifer, mata air, 
sungai, rawa, danau, situ, waduk, dan muara. 

14. Retribusi Izin Pembuangan Air Limbah adalah pungutan atas 
pembayaran pelayanan pemberian izin pembuangan air limbah 
yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah. 

15. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan 
kesatuan baik yang melakukan usaha maupun tidak melakukan 
usaha yang meliputi Perseroan Terbatas, Perseroan Komanditeir, 
perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dengan 
nama dan dalam bentuk apapun, Firma, Kongsi, Koperasi dana 
Pensiun, persekutuan, perkumpulan, Yayasan, organisasi massa, 
organisasi sosial politik, atau organisasi yang sejenis, lembaga, 
bentuk usaha tetap, dan bentuk badan lainnya. 

16. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut 
ketentuan peraturan perundang-undangan retribusi diwajib untuk 
melakukan pembayaran retribusi termasuk pemungut atau 
pemotong retribusi tertentu. 

17. Surat Ketetapan Retribusi Daerah selanjutnya disingkat SKRD 
adalah Surat Ketetapan retribusi yang menentukan besarnya pokok 
retribusi 

18. Surat Setoran Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SSRD 
adalah Surat yang oleh wajib retribusi digunakan untuk melakukan 
pembayaran atau penyetoran retribusi yang terutang ke kas daerah 
atau ketempat pembayaran lain yang ditetapkan oleh Bupati. 

19. Surat Tagihan Retribusi Daerah disingkat STRD adalah surat untuk 
melakukan tagihan retribusi dan/atau sanksi administrasi berupa 
bunga dan/atau denda. 

20. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar yang selanjutnya 
disingkat SKRDLB adalah surat keputusan yang menentukan jumlah 
kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih 
besar daripada retribusi yang terutang atau tidak seharusnya 
terutang. 

21. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, 
mengumpulkan, mengolah data dan/atau keterangan lainnya untuk 
menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban retribusi dan untuk tujuan 
lain dalam rangka untuk melaksanakan ketentuan peraturan 
perundang-undangan retribusi daerah. 

22. Penyidikan adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh 
penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut penyidik, 
untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu 
membuat terang tindak pidana di bidang retribusi yang terjadi serta 
menemukan tersangkanya. 

23. Masa Retribusi daerah adalah suatu jangka waktu tertentu yang 
merupakan batas waktu bagi wajib retribusi untuk memanfaatkan 
jasa dan perizinan tertentu dari Pemerintah Daerah. 
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24. Retribusi Perizinan Tertentu adalah retribusi atas kegiatan tertentu 
Pemerintah Daerah dalam rangka pemberian izin kepada orang 
pribadi atau badan yang dimaksudkan untuk pembinaan, 
pengaturan, pengendalian dan pengawasan atas kegiatan 
pemanfaatan ruang, penggunaan sumber daya alam, barang, 
prasarana, sarana, atau fasilitas tertentu guna melindungi 
kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan. 

25. Pungutan adalah pendapatan yang diperoleh dari proses 
pendataan, penagihan, pembayaran, penyetoran, penerimaan, dan 
peyimpanan uang retribusi. 

 
 

BAB II  
NAMA, OBJEK DAN SUBJEK RETRIBUSI 

 
Pasal 2  

 
Dengan nama Retribusi izin pembuangan air limbah dipungut 
pembayaran retribusi perizinan pembuangan air limbah. 

 
 

Pasal 3  
 

Objek Retribusi adalah Pemberian Izin Pembuangan Air Limbah oleh 
Pemerintah Daerah. 
 

 
Pasal 4  

 
Subjek retribusi adalah orang pribadi atau badan yang memperoleh izin 
pembuangan air limbah dari Pemerintah Daerah. 

 
 

BAB III 
GOLONGAN RETRIBUSI  

 
Pasal 5 

 
Retribusi Izin Pembuangan Air Limbah digolongkan sebagai Retribusi 
Perizinan Tertentu. 
 

 
BAB IV 

CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA  
 

Pasal 6 
 

Tingkat penggunaan jasa Izin Pembuangan Air Limbah diukur 
berdasarkan penggantian biaya yang dikeluarkan untuk menerbitkan 
izin. 
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BAB V 

PRINSIP DAN KOMPONEN BIAYA  DALAM PENETAPAN 
STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI 

  
Pasal 7 

 

(1)  Prinsip dalam penetapan tarif retribusi didasarkan pada tujuan 
untuk menutup sebagian atau seluruh biaya penyelenggaraan 
pemberian Izin Pembuangan Air Limbah dengan memperhitungkan 
komponen biaya retribusi.  

 

(2)  Komponen retribusi meliputi:  
a. biaya administrasi/pengadaan blangko;  
b. biaya operasional pengawasan dan pembinaan;  
c. biaya laboratorium.  

 
 

Pasal 8  
 

(1)  Tarif retribusi izin pembuangan air limbah ditetapkan dengan rumus 
= BA + BT + BP + BPS + BL + BS + VAL 

  BA =  Biaya Administrasi  
BT =  Biaya Transportasi 
BP =  Biaya Pembinaan  
BPS =  Biaya Peralatan Sampling 
BL =  Biaya Laboratorium  
BS =  Biaya Sampling  
VAL    = Volume Air Limbah 
  

(2)  Nilai biaya tarif retribusi izin pembuangan air limbah:  
a. Biaya Administrasi sebesar Rp. 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah); 
b. Biaya Transportasi, adalah sebagai berikut : 

 

NO Tujuan Biaya (Rupiah)  

1.  Dalam Kecamatan Koba Rp.   50.000,00 

2.  Kecamatan Lubuk Besar  Rp.   70.000,00 

3.  Kecamatan Namang Rp.   60.000,00 

4. Kecamatan Simpangkatis Rp.   60.000,00 

5. Kecamatan Sungaiselan Rp.   80.000,00 

6. Kecamatan Pangkalanbaru Rp.   70.000,00 

7. Provinsi Kep. Bangka Belitung 
(Pangkalpinang)  

Rp. 180.000,00 

 
c. Penggolongan didasarkan Volume Air Limbah  yang dibuang 

setiap bulannya: 
1) Golongan I (sampai dengan 50 M3 perbulan)                     

Rp. 100.000,00; 
2) Golongan II (di atas 50 M3-100 M3 per bulan)                   

Rp. 250.000,00; 
3) Golongan III (di atas 100 M3-500 M3 per bulan)                 

Rp. 500.000,00; 
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4) Golongan IV (di atas 500 M3-1000 M3 per bulan) 

Rp.1.000.000,00; 
5) Golongan V (di atas 1000 M3 perbulan) Rp. 2.000.000,00

  
 
 

Pasal 9 
 
Dalam rangka pembinaan, pengawasan, penertiban pemberian izin 
pembuangan air limbah, dapat dilakukan pengujian kembali sampling 
dan tidak dikenakan jasa pelayanan berupa biaya operasional 
pengawasan dan pembinaan serta biaya laboratorium.  

 

 
BAB VI 

WILAYAH PEMUNGUTAN  
 

Pasal 10  
 

Retribusi yang terutang dipungut di wilayah daerah.  
 
 

 
BAB VII 

MASA RETRIBUSI DAN SAAT RETRIBUSI TERUTANG 
 

Pasal 11 
 
Masa Retribusi adalah jangka waktu selama izin masih berlaku. 
 

 

Pasal 12 
 

Retribusi terutang adalah pada saat diterbitkannya SKRD atau dokumen 
lain yang dipersamakan. 
 

 

BAB VIII 
TATA CARA PEMBAYARAN 

 
Pasal 13 

 
(1) Pembayaran Retribusi yang terutang harus dibayar sekaligus. 
 

(2) Retribusi yang terutang dibayar selambat-lambatnya 15 (lima belas) 
hari sejak diterbitkannya SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan. 

 

(3) Tata cara pembayaran, penyetoran, tempat pembayaran Retribusi 
diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati. 
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BAB IX 
TATA CARA PENAGIHAN 

 
Pasal 14 

 
(1) Surat teguran/surat peringatan/surat lain yang sejenis sebagai awal 

tindakan pelaksanaan penagihan retribusi dikeluarkan 7 (tujuh) hari 
sejak jatuh tempo pembayaran. 

 
(2) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal 

surat/teguran/peringatan/surat lain yang sejenis, Wajib Retribusi harus 
melunasi yang terutang. 

 
 

(3) Surat teguran/surat peringatan/surat lain yang sejenis sebagaimana 
dimaksud pada ayat(1), dikeluarkan oleh Bupati atau Kepala SKPD. 

 

 

BAB X 
SANKSI ADMINISTRASI 

 
Pasal 15 

 
Dalam hal wajib retribusi tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang 
membayar, dikenakan sanksi administrasi berupa denda sebesar 2% (dua 
persen) setiap bulan dari besarnya tarif Retribusi yang terutang atau kurang 
bayar dan ditagih dengan menggunakan STRD atau dokumen lain yang 
dipersamakan. 
 

BAB XI 
PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN 

 
Pasal 16 

 
(1) Atas kelebihan pembayaran Retribusi, Wajib Retribusi dapat 

mengajukan permohonan pengembalian kepada Bupati atau Kepala 
SKPD. 

 
(2) Bupati atau Kepala SKPD dalam jangka waktu paling lambat 1 (satu) 

bulan sejak diterimanya permohonan kelebihan pembayaran Retribusi 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus memberikan keputusan. 

 
(3) Apabila jangka waktu segaimana dimaksud pada ayat (2), telah 

dilampaui tidak mendapat keputusan atas kelebihan pembayaran yang 
diajukan dianggap dikabulkan dan SKRDLB diterbitkan dalam jangka 
waktu paling lama 1 (satu) bulan. 

 
(4) Apabila Wajib Retribusi mempunyai utang Retribusi lainnya, kelebihan 

pembayaran Retibusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), langsung 
diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu utang Retribusi tersebut. 

 
(5) Pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud 

pada ayat (1), dilakukan dalam jangka waktu paling lama (2) bulan sejak 
diterbitkannya SKRDLB. 
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(6) Apabila pengembalian kelebihan Retribusi dilakukan setelah lewat 

bayar jangka waktu 2 (dua) bulan, Bupati atau Kepala SKPD 
memberikan tambahan biaya sebesar 2% (dua persen) sebulan, atas 
keterlambatan pembayaran kelebihan Retribusi. 

 
 

Pasal 17 
 

(1) Permohonan pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi diajukan 
secara tertulis kepada Bupati melalui Kepala SKPD dengan sekurang-
kurangnya menyebutkan  : 
a. nama dan alamat wajib retribusi; 
b. masa retribusi; 
c. besarnya kelebihan pembayaran; dan 

d. alasan yang singkat dan jelas. 
 

 

(2) Permohonan pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi 
disampaikan secara langsung atau melalui pos tercatat. 

 
(3) Bukti penerimaan oleh Pejabat Pemerintah Daerah atau bukti 

pengiriman pos tercatat merupakan bukti saat permohonan diterima 
oleh Bupati atau Kepala SKPD. 

 

 
Pasal 18 

 
(1) Pengembalian kelebihan Retribusi dilakukan dengan menerbitkan surat 

pembayaran kelebihan Retribusi. 
 

(2) Apabila kelebihan pembayaran Retribusi diperhitungkan dengan hutang 
Retribusi lainnya, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (4), 
pembayaran dilakukan dengan cara pemindahbukuan dan bukti 
pemindahbukuan juga dilakukan sebagai bukti pembayaran. 

 

 

BAB XII 
PENGURANGAN, KERINGANAN DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI 

 
Pasal 19 

 
(1) Kepala SKPD dapat memberikan pengurangan, keringanan dan/atau 

pembebasan besarnya Retribusi. 
 

(2) Pemberian pengurangan, keringanan dan pembebasan Retribusi 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dengan memperhatikan 
kemampuan Wajib Retribusi. 

 

(3) Pembebasan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara 
lain diberikan kepada masyarakat yang ditimpa bencana alam 
dan/atau kerusakan. 

 
(4) Tata cara pengurangan, keringanan dan/atau pembebasan Retribusi 

diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati. 
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BAB XIII 

KADALUARSA PENAGIHAN 
 

Pasal 20 
 

(1) Penagihan Retribusi kadaluarsa setelah melampaui jangka waktu 3 
(tiga) bulan sejak saat terhutangnya Retribusi kecuali apabila Wajib 
Retribusi melakukan tindak pidana dibidang Retribusi. 

 

(2) Kadaluarsa penagihan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), 
tertanggal apabila  : 
a.   diterbitkan surat teguran; dan/atau 
b. ada pengakuan utang Retribusi dari Wajib Retribusi baik langsung 

maupu tidak langsung. 
 

 
BAB XIV 

TATA CARA PENGHAPUSAN PIUTANG  
RETRIBUSI YANG KADALUARSA 

 
Pasal 21 

 
(1) Piutang Retribusi yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk 

melakukan penagihan sudah kadaluarsa dapat dihapus. 
 

(2) Kepala SKPD menetapkan keputusan penghapusan piutang Retribusi 
daerah yang kadaluarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1). 

 
 

BAB XV 
PENYIDIKAN 

 
Pasal 22 

 
(1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu dilingkungan Pemerintah Daerah 

diberi wewengan khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan 
tindak pidana dibidang retrebusi daerah. 

 
(2) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah: 

a. menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau 
laporan berkenaan dengan tindak pidana dibidang retrebusi daerah 
dan agar keterangan laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas; 

b. meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan orang pribadi atau 
badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan 
dengan tindak pidana pelanggaran retrebusi daerah tersebut; 

c. meminta keterangan dan barang bukti dari orang pribadi atau badan 
sehubungan dengan tindak pidana retribusi daerah tersebut; 

d. memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen 
berkenaan dengan tindak pidana dibidang retribusi daerah; 

e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan barang bukti 
pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain, serta 
melakukan penyitaan terhadap barang bukti tersebut; 
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f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas 

penyidikan tindak pidana dibidang retribusi daerah; 
g. menyuruh berhenti, melarang seseorang meninggalkan ruangan 

atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan 
memeriksa identitas orang atau dokumen yang dibawa sebagaimana 
dimaksud dalam huruf e; 

h. memotret seseorang atau yang berkaitan dengan tindak pidana 
pelanggaran retrebusi daerah; 

i. memanggil orang untuk  didengar keterangannya dan diperiksa 
sebagai tersangka dalam saksi; 

j. menghentikan penyidikan; dan 

k. Melakukan tindakan lain yang dianggap perlu untuk kelancaran 
penyidikan tindak pidana dibidang retrebusi daerah menurut hukum 
yang dapat dipertanggungjawabkan; 

 

(3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan 
dimulainya penyidikan dan mengumpulkan hasil penyidikan kepada 
penuntut umum, sesuai sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam 
Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana. 
 

 

 

BAB XVI 
KETENTUAN PIDANA 

 
Pasal 23 

 
(1) Pelanggaran terhadap ketentuan Peraturan Daerah ini diancam dengan 

pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak 
Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah). 

 
(2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah 

pelanggaran. 
 

 

BAB XVII 
KETENTUAN PENUTUP 

 
Pasal 24 

 
Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai 
pelaksanaanya akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati. 
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Pasal 25 

 
Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan 
 
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan 
Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah 
Kabupaten Bangka Tengah. 

 
 
 Disahkan di Koba 
 Pada tanggal   12  Juni  2009 
 
                                                                                    BUPATI BANGKA TENGAH, 
 
       Cap/dto 
 
           ABU HANIFAH 
Diundangkan di Koba 
Pada tanggal   7   Agustus  2009 
 
SEKRETARIS DAERAH 
KABUPATEN BANGKA TENGAH, 
 
 
Cap/dto 
 
ABDUL HADI ADJIN 
 
LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANGKA TENGAH TAHUN 2009 NOMOR  103 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



14 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



15 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 


